QANUN KOTA SABANG
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam = pemberian izin  gangguan,
Pemerintah Kota memerlukan sumber pendapatan yang
mampu mendukung peningkatan pelayanan Izin
Gangguan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 dan Pasal 156
ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota
berwenang untuk memungut Retribusi Izin Gangguan;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Qanun Kota Sabang tentang Retribusi Izin
Gangguan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie)
Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah dan
ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940
Nomor 14 dan 450;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang
Pembentukan Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2758);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-.. -
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor S Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-. -
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13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang
Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3551);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838);

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);

Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota
Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2004
Nomor 19 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

Menetapkan

dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:
QANUN KOTA SABANG TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota
Sabang.

Pemerintah  Kota adalah unsur penyelenggara
pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota
dan Perangkat Daerah Kota.

Walikota adalah Walikota Sabang.

Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat
DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

5. Qanun .
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10.

11.

12.

13.

14.

Qanun adalah Qanun Kota Sabang.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dalam bidang retribusi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas
kegiatan Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk
pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha
kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang
dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan
tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah
ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
untuk memanfaatkan Izin Usaha.

Surat Pendaftaran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
dapat disingkat SPdORD adalah surat yang
dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan
data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retreibusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retrebusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT
adalah surat keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

15. Surat -
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15. Surat Ketetapan Retrebusi Daerah Kurang Lebih Bayar,
yang selanjutnya disingkat SKRDKLB adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.

16. Surat Tagihan Retrebusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau saksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

17. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan
oleh Wajib Retribusi.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau
keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah.

19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang
dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian
dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan
pengendalian kegiatan usaha yang terus menerus
untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban,
keselamatan atau kesehatan umum, memelihara
ketertiban lingkungan dan memenuhi norma
keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak
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(2) Tidak termasuk dari objek Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan
yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Aceh dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan

yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Kota.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi

Perizinan Tertentu.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen
izin, pengawasan dilapangan, penegakkan hukum,
penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari
pemberian izin tersebut.

Pasal 7

(1) Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan golongan
tarif retribusi izin gangguan dikalikan dengan luas
ruangan tempat usaha.

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk bangunan menara yang merupakan

bagian kegiatan usaha.

BAB V. 7.
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BAB YV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan
penggolongan bidang usaha adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Qanun ini.

(2) Besarnya retribusi pemberian izin gangguan karena
Perubahan terhadap sarana usaha, kapasitas usaha,
perluasan lahan dan bangunan usaha serta perubahan
durasi operasi usaha dikenakan tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) akan di tinjau kembali paling
lama 3 (tiga) Tahun.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian.

(3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 10
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan

penggolongan bidang usaha dan luas ruangan tempat
usaha.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota.

BAB VIII... ~.
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BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

(1) Masa Retribusi adalah selama kegiatan usaha masih
dijalankan.

(2) Masa Retribusi untuk pendaftaran ulang terhadap izin
gangguan dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota menerbitkan
SKRD dan STRD untuk penetapan dan penagihan
retribusi.

(2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Walikota.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan,;

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon,
dan kartu langganan;

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar
tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
mengunakan STRD;

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) didahului dengan surat teguran;

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi
ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB XI... 7.
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(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

(3)

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

Pembayaran Retribusi dilunasi sekaligus.

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
STRD.

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat
pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan
Walikota.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/ surat lainnya yang sejenis, Wajib
Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan
diatur dengan Peraturan walikota

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 18

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRKDBT dan
SKRDLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas
ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat
membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi
tersebut.

(4) Keberatan
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(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRKDBT dan SKRDLB diterbitkan,
kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak
dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan
retribusi.

Pasal 19

(1) Walikota dalam jangka waktu tertentu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima
harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya retribusi terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan
suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian ... 7-
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan,
Walikota memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan
retribusi.

Pasal 21

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota
dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi disampaikan secara langsung atau melalui
pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman

pos tercatat merupakan bukti saat permohonan
diterima oleh Walikota.

Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Retribusi.

(2) Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan
utang retribusi lainnya, sebagimana dimaksud dimasud
dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan
cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara
lain untuk mengangsur.

(3) Pembebasan .. 7
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(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), antara lain diberikan kepada pelaku usaha
kecil yang menggunakan tenaga kerja dalam jumlah
banyak dan merangsang pertumbuhan ekonomi di
Kota.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali
apabila Wajib Retribusi melakukan tidak pidana di
bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran, atau,;

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi
baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran
tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

(5) Pengakuan wutang retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh wajib rertibusi.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari
retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

BAB XVII . 7.
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BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik . 7-

9

F
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum, sesuai dengan ketetuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling
banyak tiga kali jumlah retribusi terutang yang tidak
atau kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 8
Tahun 1989 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha
(SITU) dan Surat Izin HO dalam Kotamadya Daerah Tingkat
II Sabang dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Sabang Nomor 15 Tahun 1996 tentang Surat Izin
Tempat Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Sabang.

Disahkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2011 M
4 Safar 1433 H

WALIKOTA SABANG,

Cap/dto

MUNAWAR LIZA ZAINAL
Diundangkan di Sabang
pada tanggal _29 Desember 2011 M
4 Safar 1433 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,
Cap/dto

AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2011 NOMOR 13
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PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG

NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa bagi setiap kegiatan usaha, perlu ada ketentuan baik
mengenai penentuan, penggunaan tata ruang, penataan lingkungan
jenis usaha yang berdampak gangguan, aspek sosial budaya.

Bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta
guna peningkatan ekonomi di daerah diperlukan sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya mencapai upaya peningkatan
penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan
dengan peningkatan kinerja pemungutannya penyempurnaan dan
penambahan jenis retribusi.

Dalam  rangka  mendukung Otonomi Daerah  maka
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Daerah,
Pemungutannya perlu ditingkatkan lagi.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui
Retribus Daerah maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah
menetapkan tarif retribusi Izin Gangguan dalam ganun.

Dalam rangka menciptakan iklim usaha, maka pelayanan izin
gangguan meliputi pula izin tempat usaha yang selama ini dilayani
secara terpisah. Dengan ganun ini maka retribusi pelayanan izin
gangguan dan izin tempat usaha merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 144 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Dengan penetapan Qanun ini diharapkan dapat menjamin
terlaksananya usaha Pemerintah Kota dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah, sehingga kemampuan keuangan yang
semakin meningkat akan memberi manfaat besar pembiayaan
pemerintah dalam pembangunan daerah, salah satu sumber
pendapatan asli daerah dalam menunjang otonomi daerah adalah
pungutan retribusi izin gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
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Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 13
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LAMPIRAN: QANUN KOTA SABANG
NOMOR 13 TAHUN 2011
TANGGAL 29 DESEMBER 2011

NO KLASIFIKASI TARIF JUMLAH TARIF
1 | Golongan I RpS5.000,00 per meter? per tahun
2 | Golongan II Rp3.500,00 per meter? per tahun
3 | Golongan III Rp2.500,00 per meter? per tahun
4 | Golongan IV Rp1.500,00 per meter? per tahun

Penggolongan bidang usaha adalah sebagai berikut:

[u—

"8 v ° B g

NO | KLASIFIKASI BIDANG USAHA
TARIF
1 2 3
1. GOLONGANT |a. Penjualan bahan bakar minyak dalam skala

penimbunan;

bengkel kendaraan bermotor (roda 2 dan roda
4)

Ekspeditur angkutan darat dan laut (kegiatan
bongkar muat MKL);

Pabrik-pabrik pengolahan bahan kimia;
Galangan/ Doking Kapal;
Usaha Gas Elpiji;

Penggergajian kayu dengan menggunakan
mesin,;

Usaha jual beli bahan bangunan;

Usaha Incenerator (alat pembakar limbah
medis);
Usaha yang bergerak dibidang kelistrikan
swasta;

Alat prosesing, vlugtige produkten (alat
pemecah batu kerikil dan alat pengaduk sica);

Pabrik Pengolahan hasil bumi terdiri dari
nilam, Kopra, cengkeh, pala, dan sejenisnya;

. Usaha AC Mobil;

Show room, restoran dan rumah makan;
Usaha pengelasan, bubut;
Pertokoan/supermarket;

Pergudangan;

Usaha lain yang sejenis.

2. GOLONGAN II
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NO

KLASIFIKASI
TARIF

BIDANG USAHA

2

3

GOLONGAN II

a0 T

®

Usaha pembuatan prabot rumah tangga;
Penggilingan jagung dan Kopi;

Toko elektronik;

Photo copy;

Toko optik, apoteker;
Penginapan/wisma dan hotel;

Usaha pembuatan genteng, batu bata dan
tegel;

Usaha Doorsmeer;

Stasiun radio dan alat komunikasi, menara
komunikasi;

Peternakan unggas;
Pembantaian dan pemotongan hewan;

tempat melebur logam;

m. Pengusaha Diving;

B

Praktek Dokter.

GOLONGAN III

a0 o op

>R o

e

Usaha toko eceran/barang campuran;
Usaha penjualan hasil bumi dan laut;
Warung makanan dan minuman;
Toko kerajinan;

Toko obat;

Photo studio;

Servis elektronik;

Warung Internet (Warnet);

Pandai Besi;

Usaha Mesin Pencacah sampabh;

Usaha lainnya yang sejenis.

4. GOLONGAN IV
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NO KLASIFIKASI BIDANG USAHA
TARIF
2 3
4. GOLONGAN IV | a. Tukang cukur;
b. Salon kecantikan;
c. Tukang gigi;
d. Tukang jahit;
e. Tambal ban;
f. Penggilingan tepung dan pabrik sirup dan
mesin pengeringan ikan;
g. Usaha lainnya yang sejenis.

WALIKOTA SABANG,

Cap/dto

MUNAWAR LIZA ZAINAL




